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Kepulusan Kepalia Dinas Penanaman Modal dan
PelaFnan Terpadu Satu Pintu KabuFaten Malang
Nomor : 180/ tt KEPt35.o7122r2oft
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupatefl Malang

KOIIPONEN URAIANNO

l. Service Delivery

1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Malang

2. Fotokopi persetujuan per{furus PMI Pusat

3. Fotokopi surat keputusan kepengurusan organisasi

kepalangmerahan yang sah b4i UTD yang

diselenggarakan deh organisasi kepalangmerahan

4. Rekomendasi PMI Kabupaten Malang

5. Profil UTD meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan,

rencana stsategi, strukfirr organisasi, dafrar tenaga

kerja, denah lokasi dengan situasi sekitamya dan

denah bangunan

6. Surat pemyataan bersedia mengikuti program

pemantapan ml'du ekstemal

7. Surat pemyataan sanggup tunduk dan patuh

terhadap ketentuan peftituran Perundang undangan

yang berlaku

8. Fotokopi SIP dokter penanggungjawab UTD

9. Fotokopi SIP tenaga kesehatan yang bekerja

10. Fotokopi HO (izin gangguan)

11. Fotokopi MoU pembuangan limbah 83 dengan pihak

yang legal

12. Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan (UKL

UPL)

I Persyaratan

CS rlerErirra
bc*as dan
rnerDerikan
tanda lerina

Birang,
proces izin

1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;

2) Gustomer service nrenerima berkas permohonan

dan memberikan tanda terima;

3) Bidatrg memproses permohonan izin;

4) Pemohon menerima sertifikat iE'in jadi.

Penrchoo,
seBhkan
bertas

Pemohon,
merErina

sennkat izin

mekanisme danSistem,

prosedur
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Maksimal 6 hari selak berkas dinyatakan lengkap-

STANDAR PELAYANAN IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH

,|

Jangka waktu penyelesaian3



4 Biaya / tarif Tidak ada retribusi dalam per\rurusan izin atau Rp. 0,-

5 Produk pelayanan lzin Unit Transfusi Darah

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kahrpaten Malang

Jl. Truncioyo Kav. 2 Kepanjen

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan

langsung via

Telepon : 0341-396&13

Fax : 0341-3966311)

SMS : 082337781113

1

2

om-otso@malan o. ido

malanokab.oo.id

okabEmail

Wbbsite : www.om-ptsp

6 Penanganan pengaduan

ll. anufacturing

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang

Pelayanan Darah

2. Peraturan Mer{eri Kes€fEtan Nomor 83 Tahun 2014

TentarE Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah

Sakit dan Jeiaring Pelayanan Transfi.tsi Darah

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015

Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

4. Keputusan Pengurus Propinsi Palang Merah

lndonesia Jaf,a 'l'imur No

039/KEP/02.06.0UAD[W|/2015 Tanggal 22 Juni

2015 Tentang Penetapan Wayah Binaan Jejaring

PMI dan UTD PMI Kab/Kota se Jawa Timur

5. SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

No. 44'185(X/1O1.412O15 Tanggal 3 Nopember

2015 Tentang Pembentukan Tim Penilai Unit

Transfirsi Darah Propinsi Jawa Imur
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018,

Tefitarg Pendelegesian Wewenang Bupati di Bidang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Dasar Hukum1

1. Peraturan Perundargan yang tnendsari perizinan

2. Standar Pelayanan

3. Peralatan komptrter perdukung perilnan

Sarana,

fasilitas

pr;rsarana, dan

1. SDM yang memiliki pengetahuan di lzin Unit

Transfusi Darah.

2. SDM yang memiliki keteramPilan mengelola data dan

informasi serta mampu menyampaikan informasi

secara lengkap, teIbul€, bertarggungiarvab, serta

santun kepada pihak yang memerlukan.

J Kompetensi pelaksana



4 Pengawasan intemal 1. SupeMsi atasan langsung

2. Dilakukan sistem pengendalian intemal pemerintah

dan per€aurasan furgsional oleh inspektorat

3. Dilaksanakan secara kontinyu

( Jumlah pelaksana Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan

6 Jaminan pelayanan Apabila penerbitan izin melewati batas waKu yang

ditentukan, maka petrgas mempunyai kewajiban untuk

mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon

7 Jaminan keamanan lzin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang

berlaku dijamin keabsahannya.

8. Evaluasi kinerja pelayanan Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan

minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan

tindakan perbaikan untuk meriaga dan meningkatkan

kinerja pelayananan.


